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Abstrak

Bank Indonesia (Bl) mengeluarkan peraturan baru untuk menekan populasi kartu
kredit di Indonesia melalui Peraturan Bl No.14/2/P/2012 tentang Penyelenggaraan
Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK) pada awal bulan
Januari 2012. Beberapa potensi mungkin akan muncul sebagai implikasi atas regulasi
pembatasan kartu kredit yang dikeluarkan oleh Bl, baik dampak positif maupun
negatif. Untuk itu, perlu upaya Bl dan Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) dalam
persiapan penerapan kejakan pembatasan ini.

Pendahuluan Prinsip "buy now pay later” menjadikan
kartu kredit sebagai alat pembayaran yang

Pada awal Januari 2012, Bl mengeluarkan
peraturan untuk membatasi populasi kartu
kredit di Indonesia melalui Peraturan Bl No.
14/2/P/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan
Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu
(APMK), sebagai revisi terhadap Peraturan BI
No 11/11/P/2009. Peraturan ini berlaku efektif
1 Januari 2013 dengan masa transisi sampai 1
uari 2015.

Menurut B, definisi kartu kredit adalah
bayaran menggunakan kartu yang
akan untuk melakukan pembayaran
yang timbul dari suatu kegiatan
uk transaksi pembelanjaan
lakukan penarikan tunai,
embayaran pemegang
ahulu oleh penerbit
artu berkewajiban



Adapun alasan Bl mengeluarkan regulasi
tersebut adalah untuk memurnikan fungsi kartu
kredit tersebut sebagai alat pembayaran yang
belum diatur sebelumnya dalam bentuk P.
Dengan P ini, kartu kredit dilarang digunakan
selain sebagai alat pembayaran dan dilarang
digunakan untuk memperoleh angsuran kredit
lainnya.

Dengan  demikian, yang menjadi
permasalahan adalah implikasi apa saja yang
timbul dari regulasi baru yang dikeluarkan oleh
Bl baik bagi penerbit kartu kredit, konsumen,
maupun terhadap industri perbankan di
Indonesia? Hal ini perlu menjadi perhatian yang
serius dalam rangka mengembangkan sektor
perbankan di Indonesia.

Suku Bunga dan Regulasi
Pembatasan Kartu Kredit di
Indonesia

Belumadanyaregulasipembatasanjumlah
kartu kredit di Indonesia telah mendorong bisnis
kartu kredit di Indonesia semakin berkembang
dari tahun ke tahun. Nilai pendapatan bunga
(net interest income) yang tinggi dan pendapatan
komisi (fee income) yang bervariasi merupakan
faktor yang menyebabkan penerbit kartu
kredit semakin gencar meningkatkan target
akuisisinya. Pada Tabel 1 terlihat bahwa 19 bank

gaji Rp10 juta ke bawah hanya bisa memiliki
maksimal kartu kredit dari 2 penerbit. Kedua,
penetapan batas maksimal suku bunga kartu
kredit. BI menetapkan batas maksimum suku
bunga kartu kredit mulai 1 Januari 2013, yang
direncanakan maksimum sebesar 3%. Ketiga,
laranganpemberlakuanbungaberjenjang(bunga
majemuk). Bl melarang memasukkan biaya dan
denda serta bunga terutang dalam komponen
penghitungan bunga yang menyebabkan bunga-
berbunga. Keempat, persyaratan penagihan
utang kartu kredit dengan menggunakan jasa
pihak lain (outsourcing) dengan kualitas tertentu
yang diatur dalam surat edaran Bl. Pada Tabel
2 dijelaskan peraturan baru kartu kredit di
Indonesia dan bentuk limitasi kartu kredit yang
telah dilakukan di beberapa negara ASEAN.

Tabel 1.
Suku Bunga Retail per Bulan, Tarik Tunai
Kartu Kredit Menurut Bank

ANZ 4,75% 5%
BCA 3,25% 3,25%
BlI 3,5% 4%
BNI 2,95% 3,75%
BRI 2,68% 3,25%
CIMB Niaga 3,75%
Citibank 2,75%-3,5% 3,25%-4%
Danamon 3,59% 3,99%
Bumiputera Classic 3,75%
Gold 3,5%
Platinum 3,5%
Bukopin Classic 3,15%
Gold 3,25%
Platinum 3,35%

GE Finance
HSBC
Mandiri

3,75%

3,5%
3,5%
3,25%
3,5%
3,59%

Panin
OCBC NISP

Standard
Chartered

UOB Buana

Permata

Mega




Tabel 2.

Persyaratan Kepemilikan Kartu Kredit
di Negara ASEAN

income) akibat semakin
sedikitnya jumlah kartu
yang diterbitkan. Namun
di sisi lain, dampak positif

I, 7, P
) ) ) pihak  penerbit  kartu
Batas umur Min 21 tahun Min 21 tahun Min 21 tahun . . .
(18 thn menikah) kredit diperkirakan akan
Batasgaji/ | Min3xUMR | Min MYR24.000 |  Usia<55 Min 15.000 Bath cenderung berhatl—hat!
pendapatan Rp3 juta /bln (+ Rp67,2 juta/thn thn: min /bln dalammelakukan ekspan5|
nasabah atau Rp 5,6 juta SGD30.000 (+ Rp4,5 juta/ bisnis ini denean seleksi
/bln) /thn (£ bln) atau memiliki kualifikasi gb h
Rp17,25 juta simpanan ualltTikasl nasapan.
/bln) di lembaga e Penurunan rasio kredit
e Usia>55 keuangan yang .
tahun: min dianggap cukup. macet (NPL). TUJuan Bl
SGD15.000 lakuk
m n n n
Jthn (+ Rp elakuka pengetata
8,625 juta / regulasi  terhadap alat
bin) pembayaran dengan
Batas Gaji dibawah Max 2 penert menggu nakan kartu
Kepemilikan Rp10 juta untuk pendapatan
kartu kredit maksimal 2 < MYR36.000 / (APMK) adalah' untu!<
penert. Untuk thn menurunkan rasio kredit
> Rp10 juta macet kartu kredit (NPL)
tergantung . . o
penilaian bank. di Indonesia. Saat ini,
Plafon Max 3 x 2 x pendapatan | ¢ 2 bulan Max 5x rasio NPL kartu kredit di
pinjaman pendapatan perbulan pendapatan pendapatan Indonesia di atas 4%, lebih
perbulan (pendapatan perbulan. ti . . . .
inggi daripada rasio kredit
< SGD
30.000 /thn) secara umum berkisar
e 4 bulan o .
pendapatan 3%. Mgnurut Bl (Media
(pendapatan Indone5|a, 10 Jan 2012)
/StESB0.000 NPL kartu kredit bulan
o [VINETY o e VNP Desember 2010 sebesar
I'T o o I't (o}
e | pebtian periahin portahun, 4,63% sedangkan NPL
Bunga 3% perbulan 18% pertahun Max 3% dari November 2011 SebeSé‘lr
penarikan j i 9
tunai

Keterangan: MYR: Malaysia Ringgit dan SGD : Singapor
Sumber: Data Indonesia dikutip dari snis Indonesia, 10 |
Malaysia, Singapura & Thailand dikutip dari Vi
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Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas)
Sigit Pramono menilai, peraturan baru ini
menguntungkan karena akan mengurangi
risiko kredit macet di layanan kartu
kredit, dan dirasakan peraturan tersebut
tidak mengurangi pendapatan industri
perbankan.

e Laranganbungaberbunga. Dari sisi penerbit
kartu, kebijakan ini membantu industri
perbankan dalam menjaga kesehatan bank,
sementara itu, kebijakan ini juga melindungi
kepentingan konsumen dan mencegah
konsumen hidup dalam perangkap hutang
kartu kredit akibat penggunaan kartu kredit
yang berlebihan dan tidak sehat.

Kendala Kebijakan dan
Strategi Antisipasi Kerugian
Potensial

Realisasi  kebijakan  baru  tentang
pembatasan  kartu  kredit di  Indonesia
membutuhkan persiapan yang matang. ~ Salah
satu kendala adalah masalah infrastruktur.
Dengan gencarnya pemasaran kartu kredit
di Indonesia, maka tidak dipungkiri banyak
konsumen yang telah memiliki lebih dari dua
kartu kredit. Dan karena peraturan ini juga
berlaku tidak hanya untuk nasabah baru, namun
juga untuk nasabah lama, maka konsumen

kartu kredit. Dengan nasabah yang berpotensi,
perlu kemasan fitur dan program yang beragam
dan menarik sehingga dapat menaikkan volume
kartu kredit, dan rasio NPL pun dapat ditekan.
Hal ini akan mempermudah Bl melakukan tugas
pengawasan bank di Indonesia.

Penutup

Kartu kredit merupakan salah satu bisnis
yang menggiurkan pada industri perbankan.
Regulasi pembatasan kartu kredit melalui
Peraturan Bl No. 14/2/P/2012 merupakan salah
satu bentuk perlindungan konsumen dalam
sektor perbankan di Indonesia. Diharapkan
kebijakan ini mampu meningkatkan penerapan
aspek kehati-hatian, aspek perlindungan
konsumen, dan manajemen resiko pemberian
kredit pada industri perbankan di Indonesia.
Untuk itu, perlu kerjasama antara Bl dan
Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) dalam
masa transisi penerapan regulasi ini.
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